BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka

dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Tahapan impelementasi tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh
pemerintah daerah di Kota Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan yang ada
dimana seluruh tahapan ini dilakukan dengan cara persuasif sehingga tidak
terjadi konflik atau interaksi yang merugikan kedua belah pihak dana
revitalisasi PKL di Kota Gorontalo. Seluruh proses pelaksanaan ini dilakukan
sesuai dengan perencanaan yang mempertimbangkan kepentingan dan tujuan,
kebutuhan pemerintah dan PKL bahkan analisa pada proyeksi ekonomi PKL
setelah dipindahkan.

2. Faktor penentu keberhasilan impelementasi tentang penataan pedagang kaki
lima (PKL) oleh pemerintah daerah di Kota Gorontalo yang dominan adalah
komunikasi dan sosialisasi untuk meyakinkan dan menginformasikan berbagai
hal positif dalam penataan PKL serta sumber daya yang berguna dalam
terciptanya penataan PKL yang ideal dan memiliki manfaat nilai tambah
ekonomi bagi PKL. Sementara faktor disposisi dan struktur birokrasi menjadi
faktor pendukung untuk baiknya implementasi kebijakan penataan PKL di Kota
Gorontalo.

3. Manfaat impelementasi tentang penataan pedagang kaki lima (PKL) oleh

pemerintah daerah di Kota Gorontalo cukup baik dimana untuk manfaat sosial
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4. budaya dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat PKL, manfaat lingkungan
diperoleh oleh pemerintah dan manfaat ekonomi diperoleh oleh masyarakat
PKL. Manfaat sosial budaya dan lingkungan secara otomatis tercipta dengan
adanya penataan PKL ini namun untuk manfaat ekonomi membutuhkan tindak
lanjut dan berbagai intervensi pemerintah karena kadangkala hasil penjualan

PKL menurun pada lokasi baru yang ditetapkan pemerintah.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas,
maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penting bagi pemerintah Kota Gorontalo untuk melakukan penataan pedagang
kaki lima (PKL) di Kota Gorontalo yang kemudian dibarengi dengan upaya
promosi kawasan tersebut dengan berbagai produk yang dijual pada kawasan
tersebut sehingga masyarakat PKL tidak merasa kehilangan atau penurunan
pembeli karena lokasinya yang pada awal-awal penataan kurang dikunjungi
oleh pelanggan atau penjualannya menurun. Kemudian penataan harus
dibarengi dengan upaya penguatan ekonomi PKL baik dalam bentuk
kemudahan akses perdagangan yang ideal maupun kemudahan dalam
memperoleh kredit untuk pengembangan usaha.

2. Bagi para pedagang kaki lima, PKL harus mampu menjaga dan melaksanakan
aturan yang telah disepakati bersama. Sementara itu, guna menjaga kunjungan
konsumen, PKL harus mampu senantiasa mengadakan inovasiinovasi agar

barang yang dijual lebih bervariatif, agar tidak senantiasa berorientasi terhadap
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3. keuntungan sesaat, namun bertujuan untuk memperoleh keuntungan
berkesinambungan.

4. Penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Gorontalo harussnya menjadi
peluang bagi masyarakat sekitar dimana masyarakat sekitar harus mampu
membaca peluang terkait dengan kurang nya fasilitas yang ada disana. Seperti
halnya penyediaan toilet umum, lahan parkir yang memadai dan aman,

merupakan contoh sebuah peluang bisnis yang mampu untuk dilaksanakan.
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